
 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA 

DAN JAMINAN KEMATIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 

ayat  (4), Pasal 45 ayat  (3), dan Pasal 46 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional, per lu  menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Ker ja dan Jaminan Kemat ian; 

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4456); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN 

KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peratu ran Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Kecelakaan Ker ja yang selanju tnya disingkat  

JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau 

pelayanan kesehatan yang diber ikan pada saat  

peserta mengalami kecelakaan ker ja atau penyak it  

yang disebabkan oleh lingkungan ker ja. 

2. Jaminan Kematian yang selanju tnya disingkat  JKM 

adalah manfaat  uang tunai yang diber ikan kepada 

ahli war is ket ika peser ta meninggal dunia bukan 

ak ibat  kecelakaan ker ja. 

3. Pember i Ker ja adalah orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya 

yang mempeker jakan tenaga ker ja atau  penyelenggara 

negara yang memperker jakan pegawai neger i dengan 

membayar  gaji, upah, atau  imbalan dalam bentuk  

lainnya. 

4. Peserta adalah set iap orang, termasuk orang asing 

yang beker ja paling singkat 6 (enam) bu lan di 

Indonesia, yang telah membayar iu ran. 

5. Peker ja adalah set iap orang yang beker ja dengan 

mener ima upah atau  imbalan dalam bentuk lain.  

6. Kecelakaan Ker ja adalah kecelakaan yang ter jadi 

dalam hubungan ker ja, termasuk kecelakaan yang 

ter jadi dalam per jalanan dar i rumah menu ju  tempat 

ker ja atau  sebaliknya dan penyak it  yang disebabkan 

oleh lingkungan ker ja. 

7. Cacat  adalah keadaan berkurang atau  hilangnya 

fungsi tubuh atau  hilangnya anggota badan yang 

secara langsung atau t idak  langsung mengak ibatkan 

berkurang atau  hilangnya kemampuan peker ja untuk 

menjalankan peker jaannya. 
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8. Iu ran adalah sejumlah uang yang dibayar secara 

teratu r  oleh peserta dan/ atau  pember i ker ja.  

9. Upah  adalah hak  peker ja yang diter ima dan 

dinyatakan dalam bentuk  uang sebagai imbalan dar i 

pember i ker ja kepada peker ja yang ditetapkan dan 

dibayar  menuru t  suatu  per janjian ker ja, kesepakatan, 

atau  peratu ran perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi peker ja dan keluarganya atas suatu  

peker jaan dan/ atau jasa yang telah atau  akan 

dilakukan. 

10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsu ltasi 

perencanaan peker jaan konstruksi, layanan jasa 

pelaksanaan peker jaan konstruksi dan layanan 

konsu ltasi pengawasan peker jaan konstruksi. 

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagaker jaan yang selanju tnya disebu t  BPJS 

Ketenagaker jaan adalah badan hukum publik  yang 

dibentuk  berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. 

12. Kartu  Peser ta BPJS Ketenagaker jaan adalah kar tu  

tanda kepesertaan BPJS Ketenagaker jaan yang 

memilik i nomor ident itas tunggal yang ber laku  untuk 

program jaminan kecelakaan ker ja, jaminan har i tua, 

jaminan pensiun, dan jaminan kemat ian, sesuai 

dengan penahapan kepeser taan. 

13. Pegawai Pengawas Ketenagaker jaan yang selanju tnya 

disebut  pengawas ketenagaker jaan adalah pegawai 

neger i sipil yang diangkat  dan ditugaskan dalam 

jabatan fungsional pengawas ketenagaker jaan sesuai 

dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

14. Menter i adalah menter i yang menyelenggarakan 

u rusan pemerintahan di bidang ketenagaker jaan. 
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Pasal 2 

(1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagaker jaan. 

(2) Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi 

Ker ja penyelenggara negara diatu r  dengan Peratu ran 

Pemer intah tersendir i. 

 

Pasal 3 

Hak atas JKK dan JKM t idak  dapat dipindahtangankan, 

digadaikan, atau  disita sebagai pelaksana pu tusan 

pengadilan. 

 

BAB II 

 KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 4 

(1) Set iap Pemberi Ker ja selain penyelenggara negara 

wajib mendaftarkan dir inya dan Peker janya sebagai 

Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS 

Ketenagaker jaan sesuai dengan ketentuan peratu ran 

perundang-undangan.  

(2) Set iap orang yang beker ja wajib mendaftarkan dir inya 

sebagai Peser ta dalam program JKK dan JKM kepada 

BPJS Ketenagaker jaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Kedua 

Kepeser taan 

 

Pasal 5 

(1) Peserta program JKK dan JKM terdir i dar i: 
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a. Peser ta pener ima Upah yang beker ja pada Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara; dan 

b. Peser ta bukan pener ima Upah. 

(2) Peserta pener ima Upah sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) huru f a, melipu t i: 

a. Peker ja pada perusahaan; 

b. Peker ja pada orang perseorangan; dan 

c. orang asing yang beker ja di Indonesia paling 

singkat 6 (enam) bu lan.  

(3) Peserta bukan pener ima Upah sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) huru f b melipu t i: 

a. Pemberi Ker ja; 

b. Peker ja di luar  hubungan ker ja atau  Peker ja 

mandir i; dan 

c. Peker ja yang t idak  termasuk huru f b yang bukan 

menerima Upah. 

 

Bagian Ket iga 

Tata Cara Pendaftaran  

 

Paragraf 1 

Peserta Pener ima Upah Yang Beker ja Pada  

Pemberi Ker ja Selain Penyelenggara Negara  

 

Pasal 6 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara dalam 

mendaftarkan dir inya dan seluruh Peker janya wajib 

menyerahkan formu lir  pendaftaran yang telah diisi 

secara lengkap yang melipu t i data dir inya dan data 

Peker ja beserta anggota keluarganya kepada BPJS 

Ketenagaker jaan, paling lama 30 (t iga pu luh) har i 

ker ja sejak  formulir  pendaftaran diter ima dar i BPJS 

Ketenagaker jaan. 
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(2) BPJS Ketenagaker jaan wajib mengeluarkan nomor 

kepeser taan paling lama 1 (satu) har i ker ja sejak  

formulir  pendaftaran diter ima secara lengkap dan 

benar  serta Iu ran per tama dibayar  lunas kepada 

BPJS Ketenagaker jaan. 

(3) Kepesertaan pada BPJS Ketenagaker jaan mu lai 

ber laku  sejak  nomor kepeser taan dikeluarkan oleh 

BPJS Ketenagaker jaan. 

 

Pasal 7 

(1) BPJS Ketenagaker jaan menerbitkan ser t ifikat  

kepeser taan bagi perusahaan dan Kar tu  Peserta BPJS 

Ketenagaker jaan bagi Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara dan selu ruh Peker ja paling 

lama 7 (tu juh) har i ker ja sejak  formu lir  pendaftaran 

diter ima secara lengkap dan benar  ser ta Iu ran 

per tama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagaker jaan. 

(2) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

menyampaikan Kar tu  Peser ta BPJS Ketenagaker jaan 

kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (t iga) 

har i ker ja sejak  diter ima dar i BPJS Ketenagaker jaan.  

 

Pasal 8 

(1) Peserta yang pindah tempat ker ja wajib 

member itahukan kepesertaannya kepada Pemberi 

Ker ja tempat ker ja baru  dengan menunjukkan Kar tu  

Peserta BPJS Ketenagaker jaan yang dimilik inya. 

(2) Pember i Ker ja tempat ker ja baru  wajib meneruskan 

kepeser taan Peker ja dengan melaporkan Kar tu  

Peserta BPJS Ketenagaker jaan dan membayar Iu ran 

kepada BPJS Ketenagaker jaan sejak  Peker ja beker ja 

pada Pember i Ker ja tempat ker ja baru. 
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(3) Dalam hal Pemberi Ker ja sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (2) belum melaporkan dan membayar Iu ran 

maka bila ter jadi r isiko terhadap Peker janya, Pemberi 

Ker ja wajib member ikan hak -hak  Peker ja sesuai 

dengan ketentuan dalam Peratu ran Pemer intah in i. 

  

Pasal 9 

(1) Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara 

lengkap dan benar  kepada Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara, dalam hal ter jadi perubahan 

data Peserta dan keluarganya.  

(2) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara setelah 

mener ima perubahan data sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1), wajib menyampaikan perubahan 

tersebu t  kepada BPJS Ketenagaker jaan paling lama 7 

(tu juh) har i ker ja sejak  data diter ima. 

(3) Dalam hal ter jadi perubahan data Upah, jumlah 

Peker ja, alamat kantor , dan perubahan data lainnya 

terkait  penyelenggaraan program jaminan sosial,  

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

menyampaikan perubahan tersebu t  kepada BPJS 

Ketenagaker jaan paling lama 7 (tu juh) har i ker ja sejak 

ter jadi perubahan. 

 

Pasal 10 

(1) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

nyata-nyata lalai t idak  mendaftarkan Peker janya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 

Peker ja berhak  mendaftarkan dir inya sendir i dalam 

program jaminan sosial kepada BPJS 

Ketenagaker jaan sesuai program yang diwajibkan 

dalam penahapan kepeser taan. 
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(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

dilakukan oleh  Peker ja yang bersangku tan dengan 

mengisi formu lir  pendaftaran yang telah ditetapkan 

dengan melampirkan:  

a. per janjian ker ja, su rat  kepu tusan pengangkatan 

atau  buk t i lain yang menunjukkan sebagai 

Peker ja/ buruh; 

b. Kartu  Tanda Penduduk; dan 

c. Kartu  Keluarga. 

(3) BPJS Ketenagaker jaan melakukan ver ifikasi kepada 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara paling 

lama 7 (tu juh) har i ker ja sejak  pendaftaran dilakukan 

berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) dan ayat  (2). 

(4) Dalam hal  hasil ver ifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (3) Pember i Ker ja selain penyelenggara 

negara nyata-nyata lalai, maka Pemberi Ker ja selain 

penyelenggara negara wajib membayar Iu ran yang 

menjadi kewajiban Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagaker jaan 

sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan 

kepeser taan. 

(5) BPJS Ketenagaker jaan paling lama 1 (satu ) har i ker ja 

sejak  pendaftaran dan Iu ran pertama diter ima wajib 

mengeluarkan nomor kepesertaan berdasarkan 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan 

ayat  (2). 

(6) Kepesertaan BPJS Ketenagaker jaan mu lai ber laku 

sejak  nomor kepeser taan dikeluarkan oleh BPJS 

Ketenagaker jaan. 
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(7) Dalam hal Peker ja telah mendaftarkan dir inya 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tetapi Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara belum membayar 

Iu ran per tama secara lunas sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (4) kepada BPJS Ketenagaker jaan, maka 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

membayar  hak-hak  Peker ja sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Pemer intah in i.  

 

Paragraf 2 

Peser ta Bukan Pener ima Upah   

 

Pasal 11 

(1) Peserta bukan pener ima Upah sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mendaftarkan 

dir inya kepada BPJS Ketenagaker jaan sesuai 

penahapan kepeser taan. 

(2) Dalam hal Peser ta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memilik i usaha atau  peker jaan lebih dar i 1 (satu), 

Peserta wajib mencantumkan u raian kegiatan usaha 

atau  peker jaan tersebut  dalam formu lir  pendaftaran, 

paling banyak 2 (dua) jenis peker jaan. 

(3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS 

Ketenagaker jaan dapat dilakukan secara sendir i-

sendir i, melalu i wadah, atau  kelompok ter tentu  yang 

dibentuk  oleh Peserta dengan mengisi formu lir  

pendaftaran. 

(4) BPJS Ketenagaker jaan wajib mengeluarkan nomor 

kepeser taan paling lama 1 (satu) har i ker ja sejak  

formulir  pendaftaran diter ima secara lengkap dan 

benar  serta Iu ran per tama dibayar  lunas kepada 

BPJS Ketenagaker jaan. 
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(5) Kepesertaan pada BPJS Ketenagaker jaan mu lai 

ber laku  sejak  nomor kepeser taan dikeluarkan oleh 

BPJS Ketenagaker jaan. 

 

Pasal 12 

(1) BPJS Ketenagaker jaan wajib mengeluarkan Kartu  

Peserta BPJS Ketenagaker jaan paling lama 7 (tu juh) 

har i ker ja sejak  formu lir  pendaftaran diter ima secara 

lengkap dan benar  serta Iu ran per tama dibayar lunas. 

(2) BPJS Ketenagaker jaan paling lama 3 (t iga) har i ker ja 

wajib menyerahkan Kar tu  Peser ta BPJS 

Ketenagaker jaan sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) secara langsung kepada Peserta, melalu i wadah, 

atau  kelompok ter tentu  yang dibentuk  oleh Peser ta.  

 

Pasal 13 

(1) Dalam hal ter jadi perubahan data Peser ta dan 

keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau  

peker jaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan 

data secara lengkap dan benar kepada BPJS 

Ketenagaker jaan paling lama 7 (tu juh) har i ker ja sejak 

ter jadi perubahan. 

(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

dapat  disampaikan secara langsung kepada BPJS 

Ketenagaker jaan, melalu i wadah, atau  kelompok 

ter tentu  yang dibentuk  oleh Peserta. 

(3) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara 

pembentukan wadah atau  kelompok tertentu  yang 

dibentuk  oleh Peser ta sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (2) diatu r oleh Menter i. 
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Pasal 14 

Ketentuan mengenai bentuk  Kartu  Peser ta BPJS 

Ketenagaker jaan, ser t ifikat  kepesertaan, dan formu lir  

program JKK dan JKM diatu r dengan Peraturan BPJS 

Ketenagaker jaan. 

 

Pasal 15 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

memilik i perusahaan lebih dar i 1 (satu ) wajib iku t 

dalam program JKK pada masing-masing perusahaan 

sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-

undangan. 

(2) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

memilik i perusahaan lebih dar i 1 (satu ) wajib iku t 

dalam program JKM pada salah satu  perusahaan 

yang dimilik inya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Peker ja pener ima Upah yang beker ja pada beberapa 

perusahaan wajib diiku tsertakan dalam program JKK 

dan JKM oleh masing-masing perusahaan sesuai 

dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan.  

 

BAB III 

BESARNYA IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Bagian Kesatu  

 Iu ran Peser ta Pener ima Upah 

 

Pasal 16 

(1) Iu ran JKK bagi Peserta pener ima Upah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat  (2), dikelompokkan 

dalam 5 (lima) kelompok t ingkat  r isiko lingkungan 

ker ja, melipu t i:    
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a. t ingkat  r isiko sangat rendah : 0,24% (nol koma 

dua pu luh empat persen) dar i Upah sebu lan; 

b. t ingkat  r isiko rendah       : 0,54% (nol koma 

lima pu luh empat persen) dar i Upah sebu lan; 

c. t ingkat  r isiko sedang     : 0,89% (nol koma 

delapan pu luh sembilan persen) dar i Upah 

sebulan; 

d. t ingkat  r isiko t inggi        : 1,27% (satu  koma 

dua pu luh tu juh persen) dar i Upah sebu lan; dan 

e. t ingkat  r isiko sangat t inggi     : 1,74% (satu  koma 

tu juh pu luh empat persen) dar i Upah sebu lan. 

(2) Besarnya Iu ran JKK bagi set iap perusahaan 

ditetapkan oleh BPJS Ketenagaker jaan dengan 

berpedoman pada kelompok t ingkat  r isiko lingkungan 

ker ja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i Peratu ran 

Pemer intah in i. 

(3) Iu ran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dibayar  oleh Pember i Ker ja selain penyelenggara 

negara.  

 

Pasal 17 

(1) Pengelompokan t ingkat  r isiko lingkungan ker ja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat  (2) 

dievaluasi paling lama set iap 2 (dua) tahun. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan 

t ingkat  r isiko lingkungan ker ja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). 

(3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi 

pengelompokan t ingkat  r isiko lingkungan ker ja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  dengan 

Peraturan Menter i. 
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Pasal 18 

(1) Iu ran JKM bagi Peserta pener ima Upah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat  (2), sebesar  0,30% (nol 

koma t iga pu luh persen) dar i Upah sebu lan. 

(2) Iu ran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) wajib 

dibayar  oleh Pember i Ker ja selain penyelenggara 

negara. 

 

Pasal 19 

(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi 

Peserta pener ima Upah adalah Upah sebu lan.  

(2) Upah sebu lan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

terdir i atas Upah pokok dan tunjangan tetap.    

(3) Apabila Upah dibayarkan secara har ian maka Upah 

sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dih itung 

dar i Upah sehar i dikalikan 25 (dua pu luh lima). 

(4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau  

satuan hasil, maka Upah sebu lan sebagai dasar 

pembayaran Iu ran dihitung dar i Upah rata-rata 3 

(t iga) bu lan terakhir . 

(5) Apabila peker jaan tergantung pada keadaan cuaca 

yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan maka 

Upah sebulan sebagai dasar  pembayaran Iu ran 

dih itung dar i Upah rata-rata 12 (dua belas) bu lan 

terakhir . 

 

Bagian Kedua 

 Iu ran Peser ta Bukan Pener ima Upah 

 

Pasal 20 

(1) Iu ran JKK bagi Peserta bukan pener ima Upah 

didasarkan pada nilai nominal ter tentu  dar i 

penghasilan Peser ta sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian t idak  

terpisahkan dar i Peratu ran Pemerintah ini.  
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(2) Besarnya Iu ran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

dipil ih  oleh Peser ta sesuai penghasilan Peserta set iap 

bu lan. 

(3) Iu ran JKM bagi Peser ta bukan pener ima Upah 

sebesar  Rp6.800,00 (enam r ibu delapan ratus rupiah) 

set iap bu lan.  

 

Bagian Ket iga 

Tata Cara Pembayaran Iuran 

 

Paragraf 1 

                            Peser ta Pener ima  Upah Yang Beker ja Pada  

Pemberi Ker ja Selain Penyelenggara Negara  

 

Pasal 21 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

menyetor  Iu ran JKK dan JKM yang menjadi 

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

dan Pasal 18 kepada BPJS Ketenagaker jaan. 

(2) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

membayar  Iu ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

set iap bu lan,  paling lambat tanggal 15 bu lan 

ber iku tnya dar i bu lan Iu ran yang bersangku tan 

dengan melampirkan data pendukung seluruh 

Peker ja dan dir inya. 

(3) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) jatuh pada har i l ibur , maka Iu ran dibayarkan pada 

har i ker ja ber iku tnya.  

 

Pasal 22 

(1) Keter lambatan pembayaran Iu ran bagi Pember i Ker ja 

selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 

2% (dua persen) untuk  set iap bu lan keter lambatan 

yang dih itung dar i Iu ran yang seharusnya dibayar 

oleh Pemberi Ker ja selain penyelenggara negara.  
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(2) Denda ak ibat  keter lambatan pembayaran Iu ran 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) ditanggung 

sepenuhnya oleh Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus 

bersama-sama dengan penyetoran Iu ran bu lan 

ber iku tnya. 

(3) Denda keter lambatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) merupakan  pendapatan lain dar i Dana 

Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peratu ran 

perundang-undangan. 

 

Pasal 23 

(1) BPJS Ketenagaker jaan menghitung kelebihan atau  

kekurangan Iu ran JKK dan JKM sesuai dengan Upah 

Peker ja.   

(2) Perhitungan kelebihan atau  kekurangan Iu ran JKK 

dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada daftar Upah Peker ja.  

(3) Dalam hal ter jadi kelebihan atau  kekurangan 

pembayaran Iu ran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), BPJS Ketenagaker jaan member itahukan secara 

ter tu lis kepada Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara dan/ atau Peserta paling lambat 14 (empat 

belas) har i ker ja sejak  diter imanya Iu ran. 

(4) Kelebihan atau kekurangan pembayaran Iu ran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan 

dengan pembayaran Iu ran bu lan ber ikutnya. 
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Paragraf 2 

Peser ta Bukan Pener ima Upah 

 

Pasal 24 

(1) Peserta bukan pener ima Upah wajib membayar Iu ran 

yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 kepada BPJS Ketenagaker jaan. 

(2) Pembayaran Iu ran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan secara sendir i-sendir i , melalu i 

wadah, atau kelompok ter tentu   yang dibentuk  oleh 

Peserta. 

(3) Pembayaran Iu ran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan set iap bu lan, paling lambat tanggal 15 

bu lan Iu ran yang bersangku tan.  

(4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) jatuh pada har i l ibur , maka Iu ran dibayarkan pada 

har i ker ja ber iku tnya.  

 

BAB IV 

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN  

 

Bagian Kesatu  

Manfaat  Jaminan 

 

Paragraf 1 

 Jaminan Kecelakaan Ker ja 

 

Pasal 25 

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Ker ja atau  

penyak it  ak ibat  ker ja berhak  atas manfaat  JKK. 

(2) Manfaat  JKK sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

berupa: 

a. pelayanan kesehatan sesuai kebu tuhan medis 

yang meliput i: 
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1. pemeriksaan dasar  dan penunjang; 

2. perawatan t ingkat  per tama dan lanju tan; 

3. rawat inap kelas I rumah sak it  pemerintah,  

rumah sak it  pemer intah daerah, atau rumah 

sak it  swasta yang setara; 

4. perawatan intensif; 

5. penunjang diagnost ik ; 

6. pengobatan; 

7. pelayanan khusus; 

8. alat kesehatan dan implan; 

9. jasa dok ter/ medis; 

10. operasi;  

11. t ransfusi darah; dan/ atau   

12. rehabilitasi medik . 

b. santunan berupa uang melipu t i: 

1. penggant ian biaya pengangkutan Peserta 

yang mengalami Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat  ker ja, ke rumah sak it  

dan/ atau  ke rumahnya, termasuk biaya 

pertolongan per tama pada kecelakaan;  

2. santunan sementara t idak  mampu beker ja; 

3. santunan Cacat  sebagian anatomis, Cacat 

sebagian fungsi, dan Cacat  total tetap; 

4. santunan kemat ian dan biaya pemakaman; 

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus 

apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat 

total tetap ak ibat  Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat ker ja; 

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat 

bantu  (orthose) dan/ atau  alat  penggant i 

(prothese);  

7. penggant ian biaya gigi t iruan; dan/ atau  

8. beasiswa pendidikan anak bagi set iap Peserta 

yang meninggal dunia atau  Cacat total tetap 

ak ibat kecelakaan ker ja.  
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(3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (2) huru f b angka 8, diber ikan sebesar  

Rp12.000.000,00 (dua belas ju ta rupiah) untuk  set iap 

Peserta.  

(4) Monitor ing dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huru f 

a dilakukan paling lama 1 (satu ) tahun sekali oleh 

Menter i.  

(5) Manfaat  JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan persentase Cacat berpedoman pada Lampiran III 

yang merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i 

Peraturan Pemer intah in i. 

(6) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pember ian 

dan persyaratan memperoleh manfaat  beasiswa 

pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat  

(2) huru f b angka 8 diatur  dengan Peraturan Menter i. 

(7) Ketentuan lebih lanju t  mengenai pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf 

a diatu r dengan Peratu ran Menter i berkoordinasi 

dengan kementer ian yang menyelenggarakan u rusan 

pemer intahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 26 

Hak untuk  menuntu t  manfaat JKK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (2) menjadi gugur  apabila 

telah lewat waktu  2 (dua) tahun sejak  Kecelakaan Ker ja 

ter jadi.  

 

Pasal 27 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

belum mengiku tser takan Peker janya dalam program 

JKK kepada BPJS Ketenagaker jaan, maka bila ter jadi 

r isiko terhadap Peker janya, Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara wajib membayar hak  Peker ja 

sesuai dengan ketentuan dalam Peratu ran 

Pemer intah in i. 
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(2) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pelaporan, 

penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat  JKK 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatu r dalam 

Peraturan Menter i. 

 

Pasal 28 

(1) Dalam hal magang, siswa ker ja prak tek , tenaga 

honorer, atau  narapidana yang dipeker jakan pada 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara dalam 

proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan 

Ker ja, dianggap sebagai Peker ja dan berhak 

memperoleh manfaat  JKK sesuai ketentuan dalam 

Pasal 25 ayat (2). 

(2) Untuk  menghitung besarnya manfaat  JKK 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), maka magang 

atau  siswa ker ja praktek atau  narapidana dianggap 

mener ima Upah sebesar  Upah terendah sebu lan dar i 

Peker ja yang melakukan peker jaan yang sama pada 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara tempat 

yang bersangkutan beker ja atau  dipeker jakan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iu ran JKK 

bagi Peserta magang, siswa ker ja prak tek  atau 

narapidana yang dipeker jakan pada Pember i Ker ja 

selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi 

diatu r dengan Peratu ran Menter i berkoordinasi 

dengan instansi terkait . 

 

Pasal 29 

Besarnya Iu ran dan manfaat program JKK bagi Peserta 

dilakukan evaluasi secara berkala paling lama set iap 2 

(dua) tahun. 
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Pasal 30 

(1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat  ker ja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) huru f a, dilakukan oleh fasil itas 

kesehatan milik  pemer intah, pemerintah daerah, atau 

swasta yang memenuhi syarat  dan menjalin ker ja 

sama dengan BPJS Ketenagaker jaan sesuai dengan 

ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

(2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi 

Peserta pener ima Upah, dibayar  ter lebih dahu lu  oleh 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

selanju tnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS 

Ketenagaker jaan.     

(3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi 

Peserta bukan pener ima Upah, dibayar  ter lebih 

dahu lu  oleh Peser ta yang selanju tnya dimintakan 

penggant iannya kepada BPJS Ketenagaker jaan.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

diatu r dengan Peratu ran Menter i. 

 

Pasal 31 

(1) Dalam hal  Peserta membutuhkan rawat inap, maka 

kelas perawatan di rumah sak it  umum 

pemer intah/ pemer intah daerah kelas I setempat atau  

rumah sak it  swasta yang tar ifnya setara. 

(2) Dalam hal Peserta memilih fasil itas rawat inap yang 

lebih t inggi dar i standar yang ditetapkan, maka 

Peserta dapat  meningkatkan haknya dengan 

menggunakan asuransi tambahan atau membayar 

sendir i selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS 

Ketenagaker jaan dengan biaya yang harus dibayar 

ak ibat  peningkatan kelas perawatan. 
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Pasal 32 

(1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah 

terakhir  Peker ja pada saat kecelakaan ter jadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 

(2) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

melaporkan Upah t idak  sesuai dengan Upah yang 

sebenarnya sehingga ter jadi kekurangan pembayaran 

manfaat  JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat  (2) huru f b, maka Pemberi Ker ja selain 

penyelenggara negara wajib membayar  

kekurangannya. 

(3) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

melaporkan data Peker janya t idak  benar, sehingga 

mengak ibatkan ada Peker janya yang t idak  terdaftar  

dalam program JKK pada BPJS Ketenagaker jaan, 

maka bila ter jadi r isiko terhadap Peker ja, Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara wajib member ikan 

hak  Peker ja sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Pemer intah in i.  

(4) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

mengiku tser takan Peker janya hanya sebagian 

program saja dan t idak  sesuai dengan  penahapan 

kepeser taan yang diwajibkan, maka bila ter jadi r isiko 

terhadap Peker ja, Pember i Ker ja selain penyelenggara 

negara wajib member ikan hak  Peker ja sesuai dengan 

ketentuan dalam Peratu ran Pemerintah in i. 
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Pasal 33 

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Ker ja dan 

dirawat pada fasil itas pelayanan kesehatan yang 

belum menjalin ker ja sama dengan BPJS 

Ketenagaker jaan, karena di lokasi kecelakaan t idak  

terdapat fasil itas pelayanan kesehatan yang menjalin 

ker ja sama dengan BPJS Ketenagaker jaan, maka 

biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) 

huru f a bagi Peserta pener ima Upah dibayar  ter lebih 

dahu lu  oleh Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara, sedangkan bagi Peser ta bukan pener ima 

Upah dibayar ter lebih dahulu  oleh Peser ta.  

(2) Dalam hal Peker ja menggunakan fasil itas pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diber ikan penggant ian oleh BPJS Ketenagaker jaan 

sebesar  biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara atau Peser ta bukan 

pener ima Upah dengan ketentuan biaya penggant ian 

yang diber ikan setara dengan standar  fasil itas 

pelayanan kesehatan tert inggi di daerah setempat 

yang telah beker ja sama dengan BPJS 

Ketenagaker jaan. 

(3) Dalam hal penggant ian biaya yang diber ikan oleh 

BPJS Ketenagaker jaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya 

ditanggung oleh Pember i Ker ja selain penyelenggara 

negara atau  Peserta bukan pener ima Upah. 
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Paragraf 2 

Jaminan Kemat ian 

 

Pasal 34 

(1) Manfaat  JKM dibayarkan kepada ahli war is Peserta, 

apabila Peser ta meninggal dunia dalam masa ak t if, 

terdir i atas:  

a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas 

ju ta dua ratus r ibu  rupiah);  

b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 =                       

Rp4.800.000,00 (empat ju ta delapan ratus r ibu 

rupiah) yang  dibayar  sekaligus;  

c. biaya pemakaman sebesar  Rp3.000.000,00 (t iga 

ju ta rupiah); dan 

d. beasiswa pendidikan anak diber ikan kepada 

set iap Peser ta yang meninggal dunia bukan ak ibat  

Kecelakaan Ker ja dan telah memilik i masa iu r  

paling singkat  5 (l ima) tahun. 

(2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) huru f d diber ikan sebanyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas ju ta rupiah) untuk  set iap 

Peserta. 

(3) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pember ian 

dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan 

anak sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huru f d 

diatu r dalam Peraturan Menter i. 

 

Pasal 35 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

belum mengiku tser takan Peker janya dalam program 

JKM kepada BPJS Ketenagaker jaan, bila ter jadi resiko 

terhadap Peker janya, Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara wajib membayar hak  Peker ja 

sesuai dengan ketentuan dalam Peratu ran 

Pemer intah in i. 
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(2) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pelaporan, 

penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat  JKM 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatu r dengan 

Peraturan Menter i. 

 

Pasal 36 

Besarnya Iu ran dan manfaat  program JKM bagi Peserta 

dilakukan evaluasi secara berkala paling lama set iap 2 

(dua) tahun. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pembayaran Manfaat   

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pembayaran Manfaat  Jaminan Kecelakaan Ker ja 

 

Pasal 37 

(1) Peker ja yang mengalami Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat  ker ja, berhak  memperoleh manfaat 

JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat  (2). 

(2) Peker ja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan 

surat keterangan dok ter berhak  mendapatkan 

manfaat  JKK dar i BPJS Ketenagaker jaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 

(tu juh) har i ker ja setelah dipenuhinya persyaratan 

teknis dan administ rat if.   

(3) Dalam hal BPJS Ketenagaker jaan t idak  

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dikenai sanksi gant i rugi sebesar  1% 

(satu  persen) dar i n i lai nominal santunan yang harus 

dibayar  untuk  set iap har i keter lambatan dan 

dibayarkan kepada Peser ta.  
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(4) Dalam hal Peker ja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat  (2) meninggal dunia, maka hak  atas 

manfaat  JKK diber ikan kepada ahli war isnya. 

(5) Ahli war is sebagaimana dimaksud pada ayat  (4), 

melipu t i: 

a. janda, duda, atau anak ; 

b. dalam hal janda, duda, atau anak  t idak  ada, maka 

manfaat  JKK diber ikan sesuai u ru tan sebagai 

ber iku t: 

1. ketu runan sedarah Peker ja menurut gar is 

lu rus ke atas dan ke bawah sampai derajat 

kedua; 

2. saudara kandung; 

3. mertua; 

4. pihak  yang ditunjuk  dalam wasiatnya oleh 

Peker ja; dan 

5. bila t idak  ada wasiat , biaya pemakaman 

dibayarkan kepada pihak  lain yang mengurus 

pemakaman, sedangkan santunan kemat ian 

diserahkan ke Dana Jaminan Sosial. 

  

Pasal 38 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

menunggak Iu ran JKK sampai dengan 3 (t iga) bu lan 

ber turu t-tu ru t  dan ter jadi Kecelakaan Ker ja atau  

penyak it  ak ibat  ker ja, BPJS Ketenagaker jaan wajib 

membayar  manfaat  JKK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat  (2) kepada Peser ta atau  ahli 

war isnya. 

(2) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

menunggak Iu ran JKK lebih dar i 3 (t iga) bu lan 

ber turu t-tu ru t  dan ter jadi Kecelakaan Ker ja atau  

penyak it  ak ibat  ker ja, Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara wajib membayar ter lebih 

dahu lu  manfaat  JKK sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau  ahli  war isnya. 
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(3) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) telah melunasi 

seluruh tunggakan Iu ran dan denda yang menjadi 

kewajibannya, maka Pemberi Ker ja selain 

penyelenggara negara dapat meminta penggant iannya 

kepada BPJS Ketenagaker jaan. 

 

Pasal 39 

(1) Peserta bukan pener ima Upah yang menunggak Iu ran 

JKK sampai dengan 3 (t iga) bu lan ber tu ru t-tu ru t  dan 

ter jadi Kecelakaan Ker ja atau penyak it  ak ibat  ker ja, 

maka BPJS Ketenagaker jaan wajib member ikan: 

a. manfaat  JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat  (2) huru f a kepada Peser ta; dan 

b. manfaat  JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat  (2) huru f b setelah Peserta dinyatakan 

sembuh berdasarkan surat  keterangan dok ter  dan 

telah melunasi tunggakan Iu ran. 

(2) Peserta bukan pener ima Upah yang menunggak Iu ran 

JKK lebih dar i 3 (t iga) bu lan ber tu ru t-tu ru t  dan 

Peserta mengalami Kecelakaan Ker ja atau penyak it  

ak ibat  ker ja, maka Peserta atau  ahli war isnya t idak  

berhak  atas manfaat  JKK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (2). 

(3) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara 

pembayaran tunggakan Iuran dan pember ian manfaat  

bagi Peser ta bukan pener ima Upah sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) dan ayat  (2) diatu r dalam 

Peraturan Menter i. 
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Paragraf 2 

Tata Cara Pembayaran Manfaat  Jaminan Kemat ian 

 

Pasal 40 

(1) Ahli war is Peser ta yang meninggal dunia bukan 

ak ibat  Kecelakaan Ker ja berhak  atas manfaat  JKM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat  (1). 

(2) Manfaat  JKM sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), 

diber ikan kepada ahli war is yang sah, melipu t i: 

a. janda, duda, atau anak ; 

b. dalam hal janda, duda, atau anak  t idak  ada, maka 

manfaat  JKM diber ikan sesuai uru tan sebagai 

ber iku t: 

1. ketu runan sedarah menurut  gar is lu rus ke 

atas dan ke bawah sampai derajat  kedua; 

2. saudara kandung; 

3. mertua; 

4. pihak  yang ditunjuk  dalam wasiatnya oleh 

Peker ja; dan 

5. bila t idak  ada wasiat , biaya pemakaman 

dibayarkan kepada perusahaan atau  pihak  

lain yang mengurus pemakaman, sedangkan 

santunan sekaligus dan santunan berkala 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat  

(1) huruf a dan huru f b diserahkan ke Dana 

Jaminan Sosial.  

(3) Pembayaran manfaat  JKM sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) wajib dilakukan paling lama 3 (t iga) har i 

ker ja, sejak  diter imanya surat  permohonan pengajuan 

JKM dengan dilampirkan surat  keterangan kematian, 

su rat keterangan ahli war is, dan Kar tu  Peserta BPJS 

Ketenagaker jaan. 
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(4) Dalam hal BPJS Ketenagaker jaan t idak  memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dikenakan gant i rugi sebesar 1% (satu  persen) dar i 

n ilai nominal santunan yang harus dibayar  untuk  

set iap har i keter lambatan dan dibayarkan kepada ahli 

war is Peser ta yang bersangku tan. 

 

Pasal 41 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

menunggak Iu ran JKM sampai dengan 3 (t iga) bu lan 

ber turu t-tu ru t  dan Peser ta meninggal dunia bukan 

karena Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja, 

BPJS Ketenagaker jaan wajib membayar  manfaat  JKM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli 

war is. 

(2) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

menunggak Iu ran JKM lebih dar i 3 (t iga) bu lan 

ber turu t-tu ru t  dan Peser ta meninggal dunia bukan 

karena Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja, 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

membayar  ter lebih dahu lu  manfaat  JKM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli war is. 

(3) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) telah melunasi 

seluruh tunggakan Iu ran dan denda yang menjadi 

kewajibannya, maka Pemberi Ker ja selain 

penyelenggara negara dapat meminta penggant iannya  

kepada BPJS Ketenagaker jaan. 

 

Pasal 42 

(1) Peserta bukan pener ima Upah yang menunggak Iu ran 

JKM sampai dengan 3 (t iga) bu lan ber tu ru t -tu ru t  dan 

Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan 

Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja, maka BPJS 

Ketenagaker jaan wajib memberikan: 
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a. manfaat  JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat  (1) huru f c kepada ahli war is Peserta; dan 

b. manfaat  JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat  (1) huru f a, huru f b, dan huru f d setelah 

ahli war is melunasi tunggakan Iu ran. 

(2) Peserta bukan pener ima Upah yang menunggak Iu ran 

JKM lebih dar i 3 (t iga) bu lan ber tu ru t -tu ru t  dan 

Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan 

Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja, maka ahli war is 

t idak  berhak  atas manfaat  JKM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34. 

(3) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara 

pembayaran tunggakan Iuran dan pemberian manfaat  

bagi Peser ta bukan pener ima Upah sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) dan ayat  (2) diatur  dengan 

Peraturan Menter i. 

 

BAB V 

TATA CARA PELAPORAN DAN  

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA 

 

Bagian Kesatu  

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Ker ja 

Bagi Peser ta Pener ima Upah  

 

Pasal 43 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

melaporkan Kecelakaan Ker ja atau penyak it  ak ibat 

ker ja yang menimpa Peker ja kepada BPJS 

Ketenagaker jaan dan instansi setempat yang 

menyelenggarakan u rusan pemer intahan di bidang 

ketenagaker jaan.  
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam 

jangka waktu  paling lama 2 x 24 jam sejak  ter jadi 

Kecelakaan Ker ja atau  sejak  didiagnosis penyak it  

ak ibat  ker ja dengan menggunakan formu lir 

Kecelakaan Ker ja tahap I yang telah ditetapkan.  

(3) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

melaporkan ak ibat Kecelakaan Ker ja atau penyak it  

ak ibat  ker ja kepada BPJS Ketenagaker jaan dan 

instansi setempat yang menyelenggarakan urusan 

pemer intahan di bidang ketenagaker jaan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam 

jangka waktu  paling lama 2 x 24 jam sejak  Peker ja 

dinyatakan sembuh, Cacat , atau  meninggal dunia 

berdasarkan surat  keterangan dok ter  yang 

menerangkan bahwa: 

a. keadaan sementara t idak  mampu beker ja telah 

berakhir ; 

b. Cacat  total tetap untuk selamanya; 

c. Cacat  sebagian anatomis; 

d. Cacat  sebagian  fungsi; atau 

e. meninggal dunia. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sekaligus merupakan pengajuan manfaat  JKK kepada 

BPJS Ketenagaker jaan dengan melampirkan 

persyaratan yang  melipu t i: 

a. Kartu  Peserta BPJS Ketenagaker jaan; 

b. Kartu  Tanda Penduduk; 

c. su rat  keterangan dok ter  yang 

memeriksa/ merawat dan/ atau dok ter  penasehat;  

d. ku itansi biaya pengangkutan; 

e. ku itansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan, 

bila fasil itas pelayanan kesehatan yang digunakan 

belum beker jasama dengan BPJS 

Ketenagaker jaan; dan 

f. dokumen pendukung lainnya apabila  diper lukan. 
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(6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (5) telah  lengkap, BPJS Ketenagaker jaan 

menghitung dan membayar manfaat  JKK kepada yang 

berhak  sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (5) belum lengkap, BPJS Ketenagaker jaan 

member itahukan kepada Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara paling lama 7 (tu juh) har i ker ja 

sejak  laporan ak ibat  Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  

ak ibat  ker ja tahap II diter ima. 

(8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (2) dan ayat  (4) dapat dilakukan baik  secara 

manual dan/ atau  elek tronik . 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Ker ja 

Bagi Peser ta Bukan Pener ima Upah 

 

Pasal 44 

(1) Peserta bukan pener ima Upah dan/ atau  keluarganya,  

wajib melaporkan Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  

ak ibat  ker ja yang menimpa Peser ta bukan pener ima 

Upah kepada BPJS Ketenagaker jaan dan instansi 

setempat yang menyelenggarakan urusan 

pemer intahan di bidang ketenagaker jaan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam 

jangka waktu  paling lama 2 x 24 jam sejak  ter jadi 

Kecelakaan Ker ja atau  sejak  didiagnosis penyak it  

ak ibat  ker ja dengan menggunakan formu lir  yang telah 

ditetapkan.  
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(3) Peserta bukan pener ima Upah atau  keluarganya, 

wajib melaporkan ak ibat  Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat  ker ja kepada BPJS Ketenagaker jaan 

dan instansi setempat yang menyelenggarakan 

u rusan pemerintahan di bidang ketenagaker jaan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam 

jangka waktu  paling lama 2 x 24 jam setelah Peker ja 

dinyatakan sembuh, Cacat , atau  meninggal dunia 

berdasarkan surat  keterangan dok ter  yang 

menerangkan bahwa: 

a. keadaan sementara t idak  mampu beker ja telah 

berakhir ; 

b. Cacat  total tetap untuk selamanya; 

c. Cacat  sebagian anatomis; 

d. Cacat  sebagian  fungsi; atau 

e. meninggal dunia. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) 

sekaligus merupakan pengajuan manfaat  JKK kepada 

BPJS Ketenagaker jaan dengan melampirkan 

persyaratan yang melipu t i: 

a. Kartu  Peserta BPJS Ketenagaker jaan; 

b. Kartu  Tanda Penduduk; 

c. su rat  keterangan dok ter yang 

memeriksa/ merawat dan/ atau dok ter  penasehat;  

d. ku itansi biaya pengangkutan; 

e. ku itansi biaya pengobatan dan/ atau  perawatan 

bila fasil itas pelayanan kesehatan yang digunakan 

belum beker jasama dengan BPJS 

Ketenagaker jaan; dan 

f. dokumen pendukung lainnya apabila diper lukan. 

(6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (5) telah  lengkap, BPJS Ketenagaker jaan 

menghitung dan membayar manfaat  JKK kepada yang 

berhak  sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (5) belum lengkap, BPJS Ketenagaker jaan 

member itahukan kepada Peserta bukan pener ima 

Upah atau  keluarganya paling lama 7 (tu juh) har i 

ker ja sejak  laporan ak ibat  Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat  ker ja tahap II diter ima. 

(8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (2) dan ayat (4) dapat  dilakukan secara manual 

dan/ atau  elek tronik . 

 

Bagian Ket iga 

Tata Cara Penetapan Jaminan Kecelakaan Ker ja  

 

Pasal 45 

(1) BPJS Ketenagaker jaan berdasarkan surat  keterangan 

dok ter  menghitung besarnya manfaat  JKK sesuai 

dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

(2) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagaker jaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t idak  diter ima 

salah satu  pihak  dan ter jadi perbedaan pendapat 

antara Peker ja, Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara dan/ atau   BPJS Ketenagaker jaan mengenai 

penetapan Kecelakaan Ker ja atau penyak it  ak ibat  

ker ja, ak ibat Kecelakaan Ker ja, persentase Cacat  dan 

besarnya manfaat  JKK, maka penetapan manfaat  JKK 

dilakukan oleh Pengawas Ketenagaker jaan setempat. 

(3) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagaker jaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t idak  diter ima 

salah satu  pihak , maka pihak  yang t idak mener ima  

dapat  meminta penetapan Menter i.  

(4) Penetapan Menter i sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan penetapan akhir  yang wajib 

dilaksanakan oleh para pihak . 
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(5) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara 

penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan 

Kecelakaan Ker ja atau penyak it  ak ibat  ker ja, ak ibat  

Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja, 

persentase Cacat , besarnya manfaat  JKK,  tata cara 

per t imbangan medis, dan  mekanisme ker ja dok ter 

penasehat diatu r  dengan Peratu ran Menter i. 

 

Pasal 46 

(1) BPJS Ketenagaker jaan wajib membayar  fasil itas 

pelayanan kesehatan yang telah memberikan 

pelayanan kepada Peser ta,  paling lama 7 (tu juh) har i 

ker ja, sejak  dokumen pengajuan pembayaran dar i 

fasil itas pelayanan kesehatan diter ima secara lengkap 

oleh BPJS Ketenagaker jaan. 

(2) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara pengajuan 

pembayaran  dar i fasil itas pelayanan kesehatan dan 

dokumen pengajuan pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) diatur  dengan Peraturan 

BPJS Ketenagaker jaan. 

 

Pasal 47 

(1) Besarnya tar if pembayaran kepada fasil itas pelayanan 

kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

bersama antara BPJS Ketenagaker jaan dengan 

fasil itas pelayanan kesehatan. 

(2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) mengacu pada besaran tar if yang ditetapkan 

oleh Menter i berkoordinasi dengan kementer ian yang 

menyelenggarakan u rusan pemer intahan di bidang 

kesehatan. 
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Pasal 48 

(1) Peker ja yang didiagnosis menderita penyak it  ak ibat 

ker ja berdasarkan surat keterangan dok ter  berhak  

atas manfaat  JKK mesk ipun hubungan ker ja telah 

berakhir . 

(2) Hak atas manfaat  JKK sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) diber ikan apabila penyak it  ak ibat  ker ja t imbu l 

dalam jangka waktu  paling lama 3 (t iga) tahun 

terhitung sejak  hubungan ker ja berakhir . 

(3) Jenis penyak it  ak ibat ker ja sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

(4) Tata cara pelaporan penyak it  ak ibat  ker ja, penetapan 

penyak it  ak ibat  ker ja, mekanisme penyelesaian 

perbedaan pendapat, dan penetapan besarnya JKK 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44, 

Pasal 44, dan Pasal 45. 

 

Pasal 49 

(1) Peker ja yang mengalami Kecelakaan Ker ja atau 

penyak it  ak ibat  ker ja berdasarkan rekomendasi dar i 

dok ter  penasehat dapat  memperoleh program kembali 

ker ja agar  Peker ja dapat  beker ja kembali seper t i 

semula. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian program 

kembali ker ja sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

diatu r dengan Peratu ran Menter i.  

 

Pasal 50 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara wajib 

melakukan upaya pencegahan melalu i kegiatan 

promotif dan prevent if beker ja sama dengan BPJS 

Ketenagaker jaan. 
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(2) Ketentuan mengenai kegiatan promot if dan prevent if 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  dengan 

Peraturan Menter i. 

 

Pasal 51 

(1) Selama Peserta yang mengalami Kecelakaan Ker ja 

atau  penyak it  ak ibat  ker ja masih belum mampu 

beker ja, Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

tetap membayar  Upah Peker ja sampai ada surat  

keterangan dok ter  yang menyatakan Peker ja telah 

sembuh, Cacat , atau meninggal dunia.  

(2) BPJS Ketenagaker jaan membayar  santunan 

sementara t idak  mampu beker ja kepada Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara sebagai penggant i 

Upah yang telah dibayar oleh Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1). 

(3) Dalam hal penggant ian santunan sementara t idak  

mampu beker ja oleh BPJS Ketenagaker jaan lebih  

besar dar i Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1), maka selisihnya dibayarkan 

langsung kepada Peker ja. 

(4) Dalam hal penggant ian santunan sementara t idak  

mampu beker ja oleh BPJS Ketenagaker jaan lebih 

kecil dar i Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1), maka selisihnya t idak  dapat 

dimintakan kembali dar i Peker ja. 

 

 

 

 

Pasal 52 . . . 
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Pasal 52 

(1) Dalam hal Peser ta masih dalam masa pengobatan dan 

perawatan ak ibat Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  

ak ibat  ker ja, maka Pemberi Ker ja selain 

penyelenggara negara dilarang melakukan pemutusan 

hubungan ker ja. 

(2) Peserta yang mengalami Cacat  ak ibat  Kecelakaan 

Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja harus tetap 

dipeker jakan kembali kecuali apabila Peserta 

mengalami Cacat  total tetap berdasarkan surat  

keterangan dok ter  dan karena kecacatannya yang 

bersangku tan t idak  memungk inkan lagi untuk 

melakukan peker jaan. 

 

BAB VI 

KEPESERTAAN PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI 

 

Bagian Kesatu  

Kepeser taan  

 

Pasal 53 

Pember i Ker ja selain penyelenggara negara pada skala 

usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak 

dibidang usaha jasa konstruksi yang mempeker jakan 

Peker ja har ian lepas, borongan, dan per janjian ker ja 

waktu  ter tentu , wajib mendaftarkan Peker janya dalam 

program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan. 
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Bagian Kedua 

Besarnya Iu ran dan Manfaat 

 

Pasal 54 

(1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Peker ja, 

komponen Upah tercantum dan diketahu i, maka 

besarnya Iu ran JKK bagi Peker ja har ian lepas, 

borongan, dan per janjian ker ja waktu  ter tentu  yang 

beker ja pada Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara pada sek tor  usaha jasa konstruksi, Iu ran 

ditetapkan sebesar 1,74% (satu  koma tu juh pu luh 

empat persen) dar i Upah sebulan. 

(2) Dalam hal komponen Upah Peker ja sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) t idak  diketahu i atau t idak 

tercantum, maka besarnya Iu ran JKK dih itung 

berdasarkan nilai kontrak  ker ja konstruksi dengan 

ketentuan sebagai ber iku t : 

a. peker jaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak  

Rp100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah), Iu ran 

JKK sebesar  0,21% (nol koma dua pu luh satu  

persen) dar i n ilai kontrak ; 

b. peker jaan konstruksi dengan nilai kontrak  di atas 

Rp100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus ju ta 

rupiah), Iu ran JKK sebesar penetapan nilai Iu ran 

JKK huru f a ditambah 0,17% (nol koma tu juh 

belas persen) dar i selisih n ilai, yakni dar i nilai 

kontrak ker ja konstruksi setelah diku rangi 

Rp100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah); 

c. peker jaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 

(lima ratus ju ta rupiah) sampai dengan 

Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah) sebesar 

penetapan nilai Iu ran JKK huru f b ditambah 

0,13% (nol koma t iga belas persen) dar i selisih  

n ilai, yakni dar i n ilai kontrak ker ja konstruksi 

setelah diku rangi Rp500.000.000,00 (lima ratus 

ju ta rupiah); 
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d. peker jaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 

(satu  milyar  rupiah) sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar 

penetapan nilai Iu ran JKK huru f c ditambah 

0,11% (nol koma sebelas persen) dar i selisih n ilai, 

yakni dar i n ilai kontrak  ker ja konstruksi setelah 

diku rangi Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar  

rupiah); dan 

e. peker jaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 

(lima milyar  rupiah) sebesar penetapan nilai Iu ran 

JKK huru f d ditambah 0,09% (nol koma nol 

sembilan persen) dar i selisih n ilai, yakni dar i nilai 

kontrak ker ja konstruksi setelah diku rangi 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar   rupiah). 

 

Pasal 55 

(1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Peker ja, 

komponen Upah tercantum dan diketahu i, maka 

besarnya Iu ran JKM bagi Peker ja har ian lepas, 

borongan, dan per janjian ker ja waktu  ter tentu  yang 

beker ja pada Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara pada sek tor  usaha jasa konstruksi, Iu ran 

ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma t iga pu luh 

persen) dar i Upah sebulan. 

(2) Dalam hal komponen Upah Peker ja sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) t idak  diketahu i atau  t idak 

tercantum, maka besarnyaa Iuran JKM dih itung 

berdasarkan nilai kontrak  ker ja konstruksi dengan 

ketentuan sebagai ber iku t : 

a. peker jaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak  

Rp100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah), Iu ran 

JKM sebesar 0,03% (nol koma nol t iga persen) dar i 

n ilai kontrak ; 
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b. peker jaan konstruksi dengan nilai kontrak  di atas 

Rp.100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus ju ta 

rupiah), Iu ran JKM sebesar  penetapan nilai Iu ran 

JKM huru f a ditambah 0,02% (nol koma nol dua 

persen) dar i selisih n ilai, yakni dar i nilai kontrak 

ker ja konstruksi setelah diku rangi 

Rp100.000.000,00 (seratus ju ta rupiah); 

c. peker jaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 

(lima ratus ju ta rupiah) sampai dengan 

Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah) sebesar 

penetapan nilai Iu ran JKM huruf b, ditambah 

0,02% (nol koma nol dua persen) dar i selisih n ilai, 

yakni dar i n ilai kontrak  ker ja konstruksi setelah 

diku rangi Rp500.000.000,00 (lima ratus ju ta 

rupiah); 

d. peker jaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 

(satu  milyar  rupiah) sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar 

penetapan nilai Iu ran JKM huru f c, ditambah 

0,01% (nol koma nol satu  persen) dar i selisih n ilai, 

yakni dar i n ilai kontrak  ker ja konstruksi setelah 

diku rangi Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar  

rupiah); dan 

e. peker jaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 

(lima milyar  rupiah) sebesar penetapan nilai Iu ran 

JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu  

persen)  dar i selisih n ilai, yakni dar i n ilai kontrak  

ker ja konstruksi setelah diku rangi 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar   rupiah). 
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Pasal 56 

(1) Manfaat  JKK dan JKM bagi Peker ja har ian lepas, 

borongan, dan per janjian ker ja waktu  ter tentu  yang 

beker ja pada Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara pada sek tor  usaha jasa konstruksi diber ikan 

sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat  (2) dan                 

Pasal 33. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran, 

pember ian Kar tu  Peserta BPJS Ketenagaker jaan, 

pembayaran Iuran, penetapan Upah sebagai dasar 

pembayaran Iu ran, dan Upah sebagai dasar 

penetapan jaminan bagi Peker ja sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) diatu r dengan Peraturan 

Menter i. 

 

BAB VII 

PENANGANAN KELUHAN 

 

Pasal 57 

(1) Dalam hal Peserta t idak  puas terhadap pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat  (2) huru f a yang diber ikan oleh fasil itas 

pelayanan kesehatan yang beker jasama dengan BPJS 

Ketenagaker jaan, Peser ta dapat  menyampaikan 

pengaduan kepada BPJS Ketenagaker jaan. 

(2) Untuk  menangani pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1), BPJS Ketenagaker jaan membentuk  unit  

pengendali mutu  pelayanan dan penanganan 

pengaduan pada kantor wilayah dan/ atau  kantor 

cabang BPJS ketenagaker jaan. 

(3) Dalam hal Peserta t idak  puas terhadap pelayanan 

BPJS ketenagaker jaan, Peserta dapat menyampaikan 

pengaduan kepada instansi setempat yang 

menyelenggarakan u rusan pemer intahan di bidang 

ketenagaker jaan dan/ atau Dewan Jaminan Sosial 

Nasional. 
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(4) Ketentuan lebih lanju t  mengenai tata cara 

penyampaian dan penanganan pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatu r dengan Peratu ran BPJS Ketenagaker jaan. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan 

penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (3) diatu r dengan Peratu ran Menter i. 

 

BAB  VIII 

PENYELESAIAN SENGKETA  

 

Pasal 58 

(1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK antara 

Peserta dengan fasil itas pelayanan kesehatan 

dan/ atau  antara fasil itas pelayanan kesehatan 

dengan BPJS Ketenagaker jaan dan/ atau  antara 

Peserta dengan BPJS ketenagaker jaan, dapat  

diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak  yang 

bersengketa. 

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 

merupakan sengketa di bidang keperdataan dan 

sengketa mengenai hak -hak  sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya 

oleh pihak  yang bersengketa dan bukan sengketa 

yang menuru t ketentuan peratu ran perundang-

undangan t idak  dapat diadakan perdamaian. 

(3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) t idak  dapat diselesaikan secara musyawarah, 

maka penyelesaian sengketa dilakukan melalu i unit  

pengendali mutu  pelayanan dan penanganan 

pengaduan. 

(4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (3) t idak  ter laksana maka penyelesaian 

dilakukan melalu i mediasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(5) Dalam . . . 
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(5) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) t idak  dapat ter laksana, maka 

penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Neger i 

sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-

undangan. 

 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 59 

(1) Pember i Ker ja selain penyelenggara negara yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat  (3), Pasal 10 ayat (4) dan ayat (7),  Pasal 

27 ayat (1), Pasal 32 ayat  (2), ayat  (3), dan ayat  (4), 

Pasal 35 ayat  (1), Pasal 43 ayat  (1) dan ayat (3), Pasal 

44 ayat (1) dan ayat  (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 52 

ayat  (1), dan Pasal 53, dikenai sanksi administ rat if. 

(2) Sanksi administ rat if sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) berupa: 

a. teguran tertu lis; 

b. denda; dan/ atau  

c. t idak  mendapat pelayanan publik  ter tentu . 

(3) Pengenaan sanksi teguran tertu lis dan/ atau  denda 

kepada Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f a dan 

huru f b dilakukan oleh BPJS Ketenagaker jaan sesuai 

dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

(4) Pengenaan sanksi t idak  mendapat pelayanan publik  

ter tentu  kepada Pemberi Ker ja selain penyelenggara 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf c 

dilakukan oleh unit  pelayanan publik  ter tentu  pada 

instansi Pemerintah, pemer intah daerah provinsi, 

atau  pemer intah daerah kabupaten/ kota. 
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Pasal 60 

(1) Sanksi t idak  mendapat pelayanan publik  ter tentu  

yang dikenai kepada Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (4), meliput i: 

a. per izinan terkait  usaha; 

b. izin yang diper lukan dalam mengiku t i tender 

proyek ; 

c. izin mempeker jakan tenaga ker ja asing; 

d. izin perusahaan penyedia jasa Peker ja/ buruh; 

atau  

e. Izin Mendir ikan Bangunan (IMB). 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi, 

pencabu tan sanksi dan mekanisme koordinasi dalam 

pengenaan dan pencabutan sanksi diatu r dalam 

Peraturan Menter i. 

 

BAB  X 

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 

 

Pasal 61 

(1) Dalam hal Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

telah diber ikan sanksi administrat if sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat  (2) tetapi Pemberi 

Ker ja selain penyelenggara negara tetap t idak  patuh 

dalam membayar  Iuran dan kewajiban lainnya, maka 

BPJS Ketenagaker jaan wajib melaporkan 

ket idakpatuhan tersebu t  kepada Pengawas 

Ketenagaker jaan pada instansi yang 

menyelenggarakan u rusan pemer intahan di bidang 

ketenagaker jaan pada Pemerintah, pemer intah daerah 

provinsi, dan/ atau  pemerintah daerah 

kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peratu ran 

perundang-undangan. 
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(2) Pengawas Ketenagaker jaan pada instansi yang 

menyelenggarakan u rusan pemer intahan di bidang 

ketenagaker jaan berdasarkan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) melakukan pemer iksaan 

terhadap Pember i Ker ja selain penyelenggara negara 

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 62 

Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61, Pengawas Ketenagaker jaan pada instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagaker jaan, dapat  melakukan pemeriksaan 

terhadap Pemberi Ker ja selain penyelenggara negara yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat  (1) yang pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 63 

Peratu ran Pemerintah in i mulai ber laku  pada tanggal              

1 Ju li 2015. 
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Agar set iap orang mengetahu inya, memer intahkan 

pengundangan Peratu ran Pemerintah in i dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  

Indonesia.        

                         

 

                                   Ditetapkan di Jakarta  

                                    pada tanggal 30 Juni 2015   

                                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                                 

           t td. 

 

            JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta    

pada tanggal 30 Juni 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,   

 

        t td. 

 

     YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 154 

 

 



 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 44 TAHUN 2015  

TENTANG  

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN 

JAMINAN KEMATIAN  

 

I. UMUM 

Dalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 

1945 diamanatkan bahwa set iap warga negara berhak  atas jaminan 

sosial agar dapat  memenuhi kebu tuhan dasar  h idup layak  menu ju  

masyarakat  sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah mempunyai 

komitmen untuk  melaksanakan hal tersebu t, yaitu  dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. Untuk  melaksanakan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional tersebu t , telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-

Undang tersebu t  telah ditetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara yang 

akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu  BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagaker jaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu ) 

program, yaitu  program jaminan kesehatan yang ber laku  secara nasional 

bagi selu ruh rakyat  Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagaker jaan 

melaksanakan program JKK, jaminan har i tua, jaminan pensiun, dan 

JKM. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan 

program negara yang bertu juan member i kepast ian per lindungan dan 

kesejahteraan sosial bagi selu ruh rakyat  Indonesia. Melalu i program in i, 

set iap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebu tuhan dasar h idup 

yang layak  apabila ter jadi hal-hal yang dapat mengak ibatkan hilang atau 

berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Ker ja atau  

meninggal dunia. 

 

Peratu ran . . . 
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Peratu ran Pemer intah in i mengatu r mengenai penyelenggaraan 

program JKK dan JKM. Filosofi Kecelakaan Ker ja pada dasarnya 

merupakan suatu  r isiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, 

karena Pemberi Ker ja yang mempunyai kewajiban untuk  mencegah agar 

di perusahaannya t idak  ter jadi Kecelakaan Ker ja, r isiko kecelakaan 

dalam menjalankan peker jaan merupakan tanggung jawab Pember i Ker ja 

(resque professional), sehingga Peker ja yg t idak  mampu beker ja ak ibat 

Kecelakaan Ker ja, harus dijamin agar  tetap memperoleh hak -haknya 

sebagai Peker ja, seper t i sebelum ter jadi Kecelakaan Ker ja. Sedangkan 

JKM diber ikan kepada ahli war is Peser ta, apabila Peser ta meninggal 

dunia bukan ak ibat  Kecelakaan Ker ja, yang mengak ibatkan hilang atau 

berkurangnya pendapatan. 

Salah satu  pr insip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional adalah pr insip kegotongroyongan, yaitu  adanya pr insip 

kebersamaan antar Peser ta dalam menanggung beban biaya jaminan 

sosial, yang diwu judkan dengan kewajiban set iap Peserta membayar 

Iuran sesuai dengan t ingkat  Upah atau  penghasilannya. Upah sebagai 

dasar  pembayaran Iu ran JKK dan JKM didasarkan pada persentase 

ter tentu  dar i Upah atau  penghasilan sebu lan, yang terdir i dar i Upah 

pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peratu ran 

perundang-undangan. 

Peratu ran Pemer intah in i mengatu r mengenai pengert ian JKK dan 

JKM, kepeser taan, tata cara pendaftaran, besarnya iu ran, tata cara 

pembayaran iuran, manfaat  dan tata cara pembayaran manfaat  JKK dan 

JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sek tor  

usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, 

sanksi administ rat if, dan pengawasan ketenagaker jaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Ayat  (1)  

Yang dimaksud dengan “peratu ran perundang-undangan” 

adalah peratu ran perundang-undangan yang mengatur 

mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial. 

Ayat  (2)  

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat  (1)  

Peser ta yang pindah tempat ker ja melaporkan Kartu  Peserta 

BPJS Ketenagaker jaan yang dimilik inya kepada Pember i Ker ja 

tempat ker ja baru  agar  kepesertaan dapat ber lanju t  dengan 

tetap menggunakan nomor Kartu  Peser ta BPJS 

Ketenagaker jaan yang lama. 

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat  (1) 

Yang dimaksud dengan ”nyata-nyata lalai” adalah apabila 

Pemberi Ker ja selain penyelenggara negara t idak  

mendaftarkan Peker janya dalam waktu  paling lama 7 (tu juh) 

har i ker ja sejak  Peker ja dipeker jakan sesuai dengan ketentuan 

peratu ran perundang-undangan.  

Ayat  (2)  

Huru f a 

Yang dimaksud dengan “buk t i lain yang menunjukkan 

sebagai Peker ja/ buruh” adalah dokumen yang dapat 

membuktikan bahwa Peker ja dan Pember i Ker ja selain 

penyelenggara negara ada hubungan ker ja. Contoh: 

daftar hadir  Peker ja dan  buk t i sl ip pener imaan upah 

set iap bu lan. 

Huru f b 

Cukup jelas. 

Huru f c 

Cukup jelas. 

Ayat  (3)  

Ver ifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagaker jaan untuk 

mengecek status hubungan ker ja dan kebenaran data Upah 

dan data ketenagaker jaan lainnya yang disampaikan oleh 

Peker ja pada saat  mendaftarkan dir inya kepada BPJS 

Ketenagaker jaan. 

Ayat  (4) . . . 
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Ayat  (4)  

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Cukup jelas. 

Ayat  (6) 

Cukup jelas. 

Ayat  (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat  (1)  

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Bagi Peserta bukan pener ima Upah/ Peker ja mandir i yang 

melakukan peker jaan lebih dar i 1 (satu ) jenis, maka pada saat  

pendaftaran harus menguraikan jenis peker jaan yang 

dilakukan, paling banyak 2 (dua) jenis peker jaan. Hal in i 

didasarkan pert imbangan bahwa kemampuan Peker ja untuk  

beker ja secara normal adalah 7 (tu juh) jam sehar i dan 40 

(empat pu luh) jam seminggu , agar kondisi kesehatan Peker ja 

t idak  terganggu.  

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 12  

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2)  

Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok ter tentu ” 

adalah organisasi atau  asosiasi yang dibentuk  oleh, dar i , dan 

untuk  Peserta yang melakukan peker jaan di luar  hubungan 

ker ja. 

Wadah atau  kelompok yang dibentuk  in i akan membantu 

Peser ta dalam melakukan pendaftaran, membayar  Iu ran, dan 

mengurus Peserta dalam memperoleh manfaat  program 

jaminan sosial  pada BPJS Ketenagaker jaan.  

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Bentuk  formu lir  antara lain formu lir  pendaftaran Peser ta, formu lir 

pelaporan perubahan data Peser ta, formu lir  laporan Kecelakaan 

Ker ja atau  penyakit  ak ibat  ker ja tahap I, laporan ak ibat  Kecelakaan 

Ker ja atau  penyak it  ak ibat ker ja tahap II, dan formu lir  pengajuan 

JKM. 

Pasal 15 

Ayat  (1) 

Kewajiban Pember i Ker ja selain  penyelenggara negara 

mendaftarkan dir inya dalam program JKK pada masing-

masing perusahaan agar  bila ter jadi Kecelakaan Ker ja pada 

masing-masing perusahaan tetap memperoleh hak -haknya 

sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 7 - 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat  (1) 

Iu ran JKK didasarkan pada 5 (l ima) kelompok t ingkat  r isiko 

lingkungan ker ja yang besarnya Iu ran didasarkan pada 

persentase ter tentu  dar i Upah sebulan. 

Ayat  (2)  

Cukup jelas. 

Ayat  (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat  (1) 

Evaluasi dimaksudkan untuk  memast ikan adanya perubahan 

t ingkat  r isiko lingkungan ker ja pada jenis kelompok usaha 

ter tentu  ak ibat adanya upaya pencegahan Kecelakaan Ker ja 

atau  penyak it  ak ibat  ker ja.  

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Upah pada peker jaan yang tergantung keadaan cuaca set iap 

bu lannya sangat berfluk tuat if, contoh pada peker jaan 

penebangan kayu  ditengah hu tan, pada umumnya bila musim 

hu jan, maka Upah sangat rendah tetapi dalam musim 

kemarau  Upah sangat t inggi, oleh karenanya untuk  

menentukan Upah sebu lan didasarkan pada Upah rata-rata 

12 (dua belas) bu lan terakhir . 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
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Pasal 25 

Ayat  (1)  

Yang dimaksud dengan “penyak it  ak ibat ker ja” adalah 

penyak it  yang disebabkan oleh peker jaan dan/ atau  

lingkungan ker ja. 

Ayat  (2) 

Huru f a  

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan sesuai 

kebu tuhan medis” adalah pelayanan kesehatan yang  

diber ikan sesuai kebu tuhan pengobatan dan 

perawatan ak ibat  Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  

ak ibat  ker ja sesuai standar yang ditetapkan Menter i, 

sampai Peker ja dinyatakan sembuh, Cacat , atau  

meninggal dunia berdasarkan surat  keterangan dok ter  

yang memeriksa, dok ter yang merawat, dan/ atau  

dok ter  penasehat. 

Angka 1  

Cukup jelas. 

Angka 2  

Cukup jelas. 

Angka 3  

Yang dimaksud dengan ”rumah sak it  

Pemerintah atau  rumah sak it  pemer intah 

daerah” antara lain Rumah Sak it  Umum, 

Rumah Sak it  Umum Daerah, Rumah Sakit  

Angkatan Lau t , Rumah Sak it  Angkatan Darat , 

dan Rumah Sak it  Polr i. 

Angka 4  

Cukup jelas. 
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Angka 5  

Cukup jelas. 

Angka 6  

Cukup jelas. 

Angka 7  

Cukup jelas. 

Angka 8 

Cukup jelas. 

Angka 9  

Cukup jelas. 

Angka 10  

Cukup jelas. 

Angka 11  

Cukup jelas. 

Angka 12  

Cukup jelas. 

Huru f b  

Angka 1  

Cukup jelas. 

Angka 2  

Cukup jelas. 

Angka 3  

Yang dimaksud dengan “Cacat  sebagian 

anatomis” adalah keadaan berkurang atau 

hilangnya sebagian anggota badan yang secara 

langsung atau  t idak  langsung mengak ibatkan 

berkurang atau hilangnya kemampuan Peker ja 

untuk  menjalankan peker jaannya. 
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Yang dimaksud dengan “Cacat   sebagian fungsi” 

adalah keadaan berkurang atau  hilangnya 

sebagian fungsi anggota badan yang secara 

langsung atau  t idak  langsung mengak ibatkan 

berkurang atau hilangnya kemampuan Peker ja 

untuk  menjalankan peker jaannya. 

Yang dimaksud dengan “Cacat  total tetap” 

adalah cacat  yang mengak ibatkan 

ket idakmampuan seseorang untuk  melakukan 

peker jaan. 

Angka 4  

Cukup jelas. 

Angka 5  

Cukup jelas. 

Angka 6  

Beasiswa pendidikan anak diber ikan untuk 

set iap peser ta hanya 1 (satu ) kali apabila  

Peser ta memilik i anak  sah yang masih 

bersekolah. 

Angka 7  

Cukup jelas. 

Angka 8 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat  (6) 

Cukup jelas. 

Ayat  (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Hak untuk  menuntu t  JKK menjadi daluarsa setelah lewat 2 (dua) 

tahun, hal in i disebabkan apabila tuntu tan dilakukan setelah lewat 

2 (dua) tahun, dikhawat irkan tempat kejadian Kecelakaan Ker ja 

telah berubah, saksi yang diper lukan sudah t idak  ada, atau  data 

pendukung su lit  untuk  dicar i. Oleh karenanya ada kewajiban 

Pemberi Ker ja selain penyelenggara negara untuk  melaporkan set iap 

ter jadi Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja t idak  lebih dar i 

2 x 24 jam agar data pendukung masih lengkap sehingga dapat 

mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Ker ja atau  penyakit  

ak ibat  ker ja. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Ayat  (1) 

Yang dimaksud dengan “yang tar ifnya setara” adalah tar if 

yang besarannya paling t inggi sama dengan tar if di rumah 

sak it  pemer intah kelas I. 

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat  (1) 

Upah pada saat  kecelakaan ter jadi bagi Peser ta selain 

penyelenggara negara terdir i dar i Upah pokok ditambah 

tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peratu ran 

perundang-undangan. 

Ayat  (2) 

Yang dimaksud dengan “melaporkan Upah t idak  sesuai 

dengan Upah yang sebenarnya” adalah Upah yang dilaporkan 

hanya sebagian yang mengak ibatkan ter jadi kekurangan 

pembayaran manfaat  JKK, maka Pemberi Ker ja wajib 

membayar kekurangannya. 

Ayat  (3) 

Yang dimaksud dengan “melaporkan data Peker ja t idak  benar” 

adalah data Peker ja yang dilaporkan hanya sebagian, yang 

mengak ibatkan adanya Peker ja yang t idak  diiku tsertakan 

dalam program jaminan sosial.  

Ayat  (4) 

Yang dimaksud dengan  “mengiku tser takan Peker janya hanya 

sebagian program” adalah Peker ja t idak  diiku tser takan pada 

selu ruh program yang diwajibkan sesuai penahapan 

kepeser taan, yang mengak ibatkan Peser ta hanya 

diiku tser takan dalam sebagian program saja.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 14 - 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Ayat   (1) 

Yang dimaksud dengan “Peserta meninggal dunia dalam masa 

ak t if” adalah Peser ta yang pada saat  meninggal masih ak t if 

beker ja dan membayar Iu ran.   

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dok ter” adalah 

surat  keterangan dok ter yang memer iksa, dok ter  yang 

merawat, dan/ atau  dok ter  penasehat. 

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah 

persyaratan terkait  penetapan kasus tersebu t  termasuk 

Kecelakaan Ker ja atau  penyak it  ak ibat  ker ja, persentase 

Cacat , dan besarnya manfaat  JKK.  
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Yang dimaksud dengan “persyaratan administ rat if “ antara 

lain Kar tu  Tanda Penduduk , Kar tu  Keluarga, dan surat 

keterangan ahli war is. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Cukup jelas. 

Ayat  (5) 

Huru f a  

Cukup jelas. 

Huru f b 

Angka 1 

Yang dimaksud dengan “sampai derajat kedua” 

adalah bapak, ibu, kakek , nenek, anak, dan 

cucu. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Yang dimaksud dengan “sejak  Peker ja dinyatakan sembuh, 

cacat , atau  meninggal dunia” adalah Peker ja sembuh 100% 

(seratus persen), sembuh dengan Cacat  sebagian anatomis, 

sembuh dengan Cacat sebagian fungsi, dan sembuh dengan 

Cacat  total tetap, atau meninggal dunia. 

Ayat  (5) 

Huru f a 

Cukup jelas. 

Huru f b 

Cukup jelas. 
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Huru f c 

Yang dimaksud dengan “dok ter penasehat” adalah 

dok ter  yang mempunyai tugas dan fungsi untuk  

member ikan per t imbangan medis dalam menentukan 

besarnya persentase kecacatan ak ibat Kecelakaan 

Ker ja atau  penyakit  ak ibat  ker ja. 

  Huru f d 

Cukup jelas. 

  Huru f e 

Cukup jelas. 

  Huru f f 

Cukup jelas. 

Ayat  (6) 

Cukup jelas. 

Ayat  (7) 

Cukup jelas. 

Ayat  (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 
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Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Contoh Iuran JKK sek tor jasa konstruksi: 

Dalam hal peker jaan konstruksi dengan nilai kontrak 

Rp180.000.000,00 (seratus delapan pu luh ju ta rupiah), maka 

Iu ran yang harus dibayar adalah: 

- Untuk  nilai kontrak  sampai Rp100.000.000,00 besarnya 

Iu ran = 0,21% x Rp100.000.000,00 = Rp210.000,00 (dua 

ratus sepu luh r ibu  rupiah). 

- Untuk  nilai kontrak  sisanya Rp80.000.000,00 besarnya 

Iu ran = 0,17% x Rp80.000.000,00 = Rp136.000,00 (seratus 

t iga pu luh enam r ibu  rupiah). 
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- Total Iu ran yang harus dibayar  Rp210.000,00 + 

Rp136.000,00 = Rp346.000,00 (t iga ratus empat pu luh 

enam r ibu  rupiah). 

Pasal 55 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Contoh Iuran JKM sektor jasa konstruksi: 

Dalam hal peker jaan konstruksi dengan nilai kontrak 

Rp180.000.000,00 (seratus delapan pu luh ju ta rupiah), maka 

Iu ran yang harus dibayar adalah: 

- Untuk  nilai kontrak  sampai Rp100.000.000,00 besarnya 

Iu ran = 0,03 % x Rp100.000.000,00 = Rp30.000,00 (t iga 

pu luh r ibu  rupiah). 

- Untuk  nilai kontrak  sisanya Rp80.000.000,00 besarnya 

Iu ran = 0,02% x Rp80.000.000,00 = Rp16.000,00 (enam 

belas r ibu rupiah). 

- Total Iu ran yang harus dibayar  Rp30.000,00 + Rp16.000,00 

= Rp46.000,00 (empat pu luh enam r ibu rupiah) 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat  (1) 

Yang dimaksud dengan “sengketa” adalah sengketa yang t idak  

terkait  dengan hak-hak  normat if Peker ja yang telah diatu r 

dalam peratu ran perundang undangan. 
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Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Cukup jelas. 

Ayat  (4) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peratu ran perundang 

undangan” adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbit rase dan Alternat if Penyelesaian Sengketa. 

Ayat  (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Cukup jelas. 

Ayat  (3) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peratu ran perundang 

undangan” adalah Peratu ran Pemer intah Nomor 86 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administ rat if 

Kepada Pemberi Ker ja Selain Penyelenggara Negara dan Set iap 

Orang, Selain Pember i Ker ja, Peker ja, dan Pener ima Bantuan 

Iu ran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.  

Ayat  (4) 

Yang dimaksud dengan “unit  pelayanan publik  ter tentu ” 

adalah unit / instansi yang berwenang menerbitkan per ij inan, 

antara lain per izinan terkait  usaha, izin mengiku t i tender 

proyek , izin mempeker jakan tenaga ker ja asing, izin 

perusahaan penyedia jasa Peker ja/ buruh, atau  Izin 

Mendir ikan Bangunan (IMB). 
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Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peratu ran perundang-

undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 

tentang Pernyataan Ber lakunya Undang-Undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik  Indonesia 

Untuk  Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagaker jaan. 

Pasal 62 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peratu ran perundang-

undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 

tentang Pernyataan Ber lakunya Undang-Undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dar i Republik  Indonesia Untuk  

Selu ruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagaker jaan 

Pasal 63 

Cukup jelas. 
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